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Seminar ini yang diselenggarakan berkat

kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa

Tenggara Timur (NTT) dan LIPI menyoroti potensi

ekonomi cendana {Santalum album L.) bagi

pembangunan NTT. Pada satu pihak terungkap

besarnya potensi itu. Pada lain pihak nampak juga

bahwa populasi cendana makin menurun.

Berkurangnya populasi cendana disebabkan oleh

penebangan yang tak terkendali dan perdagangan

gelap kayu cendana yang marak. Penebangan tak

terkendali dan perdagangan gelap berumpan balik

sehingga saling memacu. Jika kondisi ini

berlangsung terus, pembangunan ekonomi yang

bertumpu pada kayu cendana tak akan

berkelanjutan {sustainable). Bahkan dikhawatirkan

juga akan terjadinya kepunahan kayu cendana dari

NTT. Jika benar bahwa daerah asal kayu cendana

di dunia adalah NTT, seperti dikemukakan dalam

Seminar ini oleh Soedarsono Riswan (hal. 571),

kepunahan itu akan berdampak besar pada

keanekaan genetik kayu cendana. Karena itu usaha

pencagaran {conservation) perlu diberi perhatian

yang memadai.

Usaha pencagaran alam {nature conservation)

di Indonesia berawal dari zaman penjajahan

Belanda dengan diundangkannya Ordonansi Cagar

Alam dan Suaka Margasatwa pada tahun 1932.

Pada waktu itu penegakan hukum sangat tegas dan

kuat, tak ada KKN, sehingga dapat berjalan efektif.

Pencagaran alam didasari oleh penelitian ilmiah,

khususnya biologi. Pencagaran alam dianggap

sebagai permasalahan biologi. Namun penelitian

itu tidaklah mengabaikan aspek pemanfaatan

sumber daya hayati untuk ekonomi. Untuk

keperluan ini Pemerintah Belanda mendirikan

beberapa kebun raya, antara lain di Bogor dan

Cibodas, dengan laboratorium penelitian yang

menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Contoh

pemanfaatan sumber daya hayati ialah pohon

kelapa sawit dan kina yang pemanfaatannya di

Indonesia berawal, berturut-turut, dari Kebun Raya

Bogor dan Kebun Raya Cibodas. Daerah asal

kelapa sawit adalah Afrika dan kina berasal dari

Amerika Selatan. Pemerintah Belanda juga

mendirikan kebun ekonomi di Bogor dan kebun

hortikultura di Pasar Minggu untuk koleksi

tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi.

Sayangnya kedua kebun koleksi ini telah hancur

tergusur oleh gedung-gedung. Ironisnya yang

melakukan perambahan di kedua kebun yang

sangat berharga itu adalah Departemen Pertanian,

bukan rakyat. Padahal secara historis dan potensial

yang mendapatkan manfaat dari kedua kebun itu

adalah Departemen Pertanian. Tetapi Departemen

Pertanian tidak menyadari kegunaan pencagaran

sumber daya hayati. Jadi pemiskinan sumber daya

hayati jangan disalahkan pada rakyat saja, yang

sering melakukannya karena sekedar mencari

sesuap nasi. Pemerintah pun, c.q Departemen

Pertanian, bersalah.

Hingga sekarang pendekatan kita pada
pencagaran alam sangat dipengaruhi oleh cara
berpikir Belanda. Pemecahan permasalahnnya
didasarkan pada biologi dan teknologi. Ini nampak
juga pada Seminar ini. Laporan I Komang Surata
(hal. 521) tentang status penelitian cendana di NTT
juga menunjukkan bahwa penelitian Balitbang
Kehutanan Kupang terfokus pada biologi dan
teknologi. Dasar biologi, termasuk ekologi,
ekonomi dan teknologi diperlukan untuk
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memecahkan masalah ancaman kepunahan kayu
cendana dan untuk pembangunan ekonomi. Tetapi
itu saja tidak mencukupi. Hanya sebuah makalah
saja yang bertema langsung pada kepentingan
sosial-ekonomi masyarakat, yaitu makalah Jimmy
Pello (hal. 491). Makalah ini dengan jelas
menunjukkan bahwa meskipun sudah ada
perubahan-perubahan, kebijakan tentang kayu
cendana pada prinsipnya masih bersifat kolonial,
yaitu untuk kepentingan penguasa, dalam hal ini
Pemda. Yang menguasai kayu cendana, baik di
dalam maupun di luar kawasan hutan, ialah Pemda.
Yang menentukan harga dan perdaganganya pun
Pemda. Seseorang yang ingin menebang sebatang
pohon cendana di pekarangannya sendiri, haruslah
mendapatkan izin Pemda. Jika tidak, penebangan
pohon itu adalah pencurian. Padahal penduduk itu
telah memeliharanya di pekarangannya sendiri.
Harga yang ditentukan oleh pemerintah juga sangat
rendah dibanding dengan harga pasar. Tumbuhlah
perdagangan gelap, suatu akibat logis penentuan
harga di bawah harga pasar. Yang menderita ialah
rakyat kecil yang terkena tuduhan pencurian dan
penadahan barang curian. Dengan tandas
disebutkan oleh Pello bahwa sistem ekonomi kayu

cencfana itu tidak adil. Dalam kondisi ini tidaklah

mungkin kayu cendana diselamatkan dari
kepunahan, baik di dalam maupun di luar kawasan
hutan, meskipun biologi, ekologi dan teknologi
cendana mengalami kemajun yang pesat. Sistem
yang tidak adil itu merupakan disinsentif bagi
rakyat untuk pencagaran cendana. Buat apa
memelihara pohon cendana yang tumbuh di
pekarangan, sedangkan yang beruntung adalah
pemerintah dan para pedagang. Pohon cendana di
pekarangan itu malahan bikin repot. Jika dicuri
orang lain, dialah (pemilik pekarangan) yang
dituduh mencuri. Lebih baik dimatikan sebelum
besar.

Sistem pengelolaan cendana merupakan cara
khas Atur-dan-Awasi (ADA) atau Command-And-

Control (CAC). Pemerintah menentukan peraturan
perundang-undangannya dengan rinci sampai pada
perdagangannya. Pelanggaran didukung oleh
ancaman pidana. ADA bersifat top down dan

otoriter. Walaupun DPPvD ikut serta dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan, namun

para anggotanya tidak berorientasi pada

kepentingan rakyat. Pengalaman menunjukkan

bahwa pendekatan ADA ini mengalami kegagalan:

cendana terancam kepunahan dan perekonomian

berbasis cendana terancam tidak dapat

berkelanjutan. Untuk dapat menyelamatkan

cendana haruslah ADA diubah.

Kini telah berkembang pendekatan baru, yaitu

Atur-Diri-Sendiri (ADS) (Nash dan Ehrenfeld,

1997; Soemarwoto, 2001). Dalam ADS peraturan

perundang-undangan disusun bersama oleh

pemerintah, DPR/DPRD dan pihak-pihak yang

berkepentingan melalui proses demokrasi koperatif.

Demokrasi koperatif berkembang karena

demokrasi perwakilan {representative democracy)

dipandang tidak lagi memadai (Lafferty dan

Meadowcroft, 1996). Proses demokrasi koperatif

memang lebih sulit dan umumnya memakan waktu

lebih panjang dari pada demokrasi perwakilan.

Namun setelah tercapai kesepakatan dan diambil

keputusan, pihak-pihak yang berkepentingan

mempunyai komitmen untuk mengimpelmen-

tasikannya. Untuk implementasi itu masyarakat

menyusun pedoman pelaksanaan dalam bentuk

kode praktik sukarela (voluntary practice code).

Kode praktik sukarela itu juga merupakan pedoman

pengawasan oleh masyarakat. Tetapi tidak berarti

bahwa dalam ADS pemerintah tidak mempunyai

wewenang dan kewajiban untuk menindak jika

terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan wewenang itu tetap ada. Bedanya

dengan ADA ialah dalam ADA implementasinya

diatur dalam pentunjuk pelaksanaan (juklak) dan

petunjuk teknis (juknis) dan aparat pemerintah

dominan dalam pengawasannya. w

Demokrasi koperatif dapat menjamin

tertampungnya kepentingan pemerintah dan

masyarakat sehingga dapat diciptakan sistem

peraturan perundang-undangan yang adil. Dalam

kasus cendana sistem yang adil itu mengharuskan

dicabutnya monopoli pemerintah. Wajarlah, jika
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pohon cendana yang tumbuh dalam kawasan hutan

dikuasai dan diurus oleh pemerintah. Tetapi yang

tumbuh di pekarangan rakyat, apalagi jika pohon

itu ditanam oleh rakyat, adalah milik rakyat. Harga

kayu cendana pun haruslah sesuai dengan harga

pasar sehingga dapat berkembang agri-bisnis

seperti dianjurkan oleh Bungaran Saragih (hal.

621). Jadi tak bedanya, misalnya, dengan menanam

sebatang pohon kelapa di pekarangan.

Berdasar uraian di atas disarankan agar ada

keseimbangan antara penelitian biologi dan

teknologi dengan penelitian pengembangan sistem

ADS yang mencakup politik, khususnya demokrasi

koperatif, hukum, termasuk hukum adat, dan sistem

perdagangan cendana yang berorientasi pada

kepentingan rakyat. Sistem yang adil akan

merupakan insentif bagi rakyat untuk menanam

dan memelihara pohon cendana. Rakyat mengatur

diri sendiri untuk mencagar tanaman cendana,

karena itu adalah untuk kepentingannya sendiri.

Dia beruntung, jika memelihara dan melindungi

pohon cendananya dan rugilah ia jika ia

mengabaikan pohon cendananya serta

membiarkannya merana dan mati. Sejarah

pertanian yang panjang menunjukkan bahwa rakyat

dapat mengembangkan dan mencagar jenis

tanaman dan hewan yang menguntungkan dirinya.

Tengoklah daerah asal jenis tanaman pertanian

yang dikenal juga dengan nama pusat-pusat

Vavilov (Vavilov Centers), misalnya untuk jagung

dan tomat di Meksiko dengan jenis-jenis jagung

dan tomat mulai dari yang primitif sampai modern

sehingga sangat tinggi keanekaan genetiknya (Cox

dan Atkins, 1979). Jika diberi kesempatan rakyat

NTT pun dapat melakukannya dan dengan

seleksinya dengan metode tradisional dan modern

akan dapat mempertinggi keanekaan genetik

cendana. Rakyat untung. Pemerintah pun untung

karena kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari

perdagangan kayu cendana yang meningkat dengan

berkelanjutan. Industri kayu cendana juga untung

karena pasokan kayunya terjamin. Akhirnya

lingkungan hidup pun untung karena tercegahnya

erosi genetik. Jadi rakyat, pemerintah, industri dan

lingkungan hidup semuanya untung. Terciptalah

kondisi win-win-win-win. Namun hams diakui ini

tidak mudah. Pemilikan dan penguasaan kayu

cendana oleh rakyat tidak otomatis membawa

kesejahteraan rakyat. Pengalaman menunjukkan,

rakyat kecil yang tidak mempunyai modal dan

tidak pula mempunyai kekuatan politik dengan

mudah terbelenggu oleh sistem ijon yang

mencelekakan mereka. Penelitian non-hard science

tentang cendana jauh lebih sulit daripada penelitian

hard science dan menuntut ketekunan serta

komitmen yang tinggi dari lembaga-lembaga

penelitian dan para penelitinya.
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